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Neneng Bertahan Menunggu Kompensasi

Pancoran, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta mem-
bebaskan lahan dengan total 40
rumah di bantavan kali Ciliwung,
Kelurahan Rawajali, Pancoran,
Jakarta Selatan sekira enam
bulan lalu.

Rencananya, lahan vang
dibebaskan itu bakal digunakan
untuk pelebaran kali Ciliwung
supaya warga sekitar tak lagi
merasakan kebanjiran.

Neneng mengaku lahannya
belum dibebaskan oleh Pemprov
DKI Jakarta sehingga ia tetap
bertahan di dalam rumah.

*Saya belum dibayar sama
Pemprov jadi belum mau
pindah.” katanya kepada Warta
Kota Senin (8/5/2023).

Menurul Neneng, rumahnya
memiliki luas 100 meter lebih
dan sesuai dengan perbitungan
maka Pemprov harus membayar
Rp 2,1 miliar.

Namun, sampai saat ini belum
ada negosiasi dari pihak Pemprov
DKl terkait rumahnyva unfuk
dibebaskan.

“Ya kalau sudah dibayar

enggak tahu mau pindah ke
mana,” terangnya.

Neneng tidak memiliki kam
pung karena ia merupakan
warga asli Jakarta dan sudah
turun menurun tinggal di sana.

Sehingga, kalau dibebaskan
tanpa dapat kompensasi dari
Pemerintal ia bisa menjadi
gelandangan,

“Katau dibayarkan Kemung:
kinan bakal beli rumah, tapi kan
ini belum dibayarkan vang lain
sudah.” tegasnya.

Sementara itu Ngadiono (58)
warga vang lahannya telah
dibebaskan oleh Pemprov DKI
Jakarta di bantaran kali Cili
wung, Rawajati, kini telah pindal
ke Lenteng Agung. Jakarta
Selatan.

la mendapatkan uang miliar-
an rupiah setelah rumahnya
digusur akhir tahun 2022 silam,

Menurutnya, penggusuran
terhadap lahan di bantaran kali
ini sudah direncanakian marn-
tan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tahun 2019 Jaha.

Namun, negosiasi yang berja-

lan alot. Pemprov butuh wakiu
sekira empal {ahun untuk bisa
bebaskan lahan tersebut.

"Sudah direncanakan taliun
2019 dari zamannya Pak Anis,
pembongkaran sudah dilakukan
sekira 5 sampai 6 bulan vang
lalu,™ katanya Senin (8/5/2023).

Menurutnya. 42 rumah pe-
megang SHM sudah diratakan
oleh Pemprov DKI dan 19 rumah
masih berdiri karena non SHM.

Ngadiono mengaku, belasan
rurnah itu tetap bertahan karena
belum dinayarkan dan rata-rata
sudah tinggal puluban talun,

“"Mereka semua ini sudah
tinggal di sini selama 20 sampai
25 lahun dan seperti Ibu Wali
non sertifikat rumahnya ini
warisan darl orang tuanya,”
lerangnya.

Ngadiono tidak mengetahui
kapan batas wakiu pembebasan
tahian itu dilakukan eleh Pemrov
DKI.

Namur, ia terus berkomunikasi
dengan Dinas Sumber Daya Air
agar letangganya mendapatkan
uang penggusurar. (m26)



